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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Kondisi akses pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia masih belum 

memenuhi kebutuhan akan layanan kesehatan yang bermutu, merata dan 

terjangkau. Masih adanya di setiap daerah yang memiliki kekurangan 

dalam pelayanan kesehatan jiwa, sehingga ODGJ tersebut terpaksa harus 

dirawat oleh keluarga yang memiliki pengetahuan yang kurang terhadap 

terhadap kesehatan jiwa. 

Untuk membentuk pelayanan kesehatan jiwa yang lebih baik 

dikemudian hari, upaya kesehatan yang seharusnya dijalankan berdasarkan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014  Tentang 

Kesehatan Jiwa. Upaya tersebut terdiri dari promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif. Dalam hal ini lembaga kesehatan dapat meningkatkan 

masing-masing upaya tersebut di Indonesia. Tidak hanya meningkatkan 

upaya tersebut, juga harus disesuaikan dengan ekonomi Indonesia, 

menempatkan masyarakat yang tidak mampu untuk tetap mendapatkan 

pelayanan dibidang kesehatan jiwa. 

Meningkatkan kesehatan jiwa merupakan hak masing-masing 

orang, termasuk mereka yang mengalaminya. Undang-Undang Hak Asasi 

Manusia memberikan hak kepada manusia dengan hak untuk hidup, hak 

untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum. 

Berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kedudukan yang sama 

pula kepada orang dengan gangguan jiwa. Hak untuk diakui sebagai 

pribadi artinya jati diri dan perilaku mereka tetap dirasakan oleh 

lingkungan masyarakat dan persamaan dihadapan hukum. Orang dengan 

gangguan jiwa patut untuk dilindungi oleh hukum jika pada diri mereka 

terdapat perlakuan yang tidak sesuai. Kembali lagi pada Pasal 3 ayat (2) 

Undang-Undang Hak Asasi Manusia 
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“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 

perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan 

perlakuan yang sama di depan hukum” 

Meskipun, orang dengan gangguan jiwa mendapatkan keterbatasan 

terhadap jiwa mereka yang tidak berfungsi baik. Namun, berdasarkan 

pasal di atas orang dengan gangguan jiwa tetap mendapatkan perlindungan 

hukum agar tidak terdapat perlakuan sewenang-wenang. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ini antara lain faktor 

ekonomi dan faktor informasi dan pengetahuan yang kurang memadai di 

beberapa daerah di Indonesia. Akibat dari keterbatasan ini, tindakan yang 

melanggar hak asasi manusia orang dengan gangguan jiwa telah 

terlanggar. Hal ini ditandai dengan adanya diskriminasi, pemasungan dan 

tindakan kekerasan kepada ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa bukan 

merupakan individu yang kita abaikan keberadaannya, melainkan kita 

masyarakat yang sehat jiwa dan fisik harus membantu mereka untuk 

kembali menjadi individu yang berguna bagi lingkungan masyarakat 

maupun Indonesia ini. 

Perbuatan yang bertentangan dengan HAM tersebut masih 

berlangsung hingga saat ini, walaupun telah ada peraturan perundang-

undangan yang salah satunya adalah untuk mengatur tersebut. Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang 

Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa, 

Permenkes ini melarang tindakan pemasungan terhadap orang dengan 

gangguan jiwa. Tindakan Pemasungan tidak sesuai dengan hak manusia 

untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Pemasungan terhadap ODGJ 

tidak pernah akan mengembalikan kesehatan jiwa yang telah terganggu, 

namun menambah buruk keadaan ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa 

tersebut bisa saja akan menyakiti orang lain bahkan diri sendiri. Dalam 

kenyataan sampai saat ini di Indonesia masih ada masyarakat yang 

menggunakan tindakan pemasungan ini sebagai cara untuk 

menyembuhkan orang dengan gangguan jiwa tersebut. Hal ini bisa terjadi 
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karena informasi tentang kesehatan jiwa yang kurang diketahui oleh 

masyarakat. 

Peran keluarga dalam kondisi yang berhubungan dengan ODGJ 

sangat penting. Keluarga adalah inti dari kehidupan seseorang. Individu 

tersebut dapat berkembang dan mengetahui segala pengetahuan di dunia 

ini didahului dari keluarga. Keluarga sebagai tempat perlindungan. Sudah 

merupakan kodrat manusia untuk membentuk sebuah keluarga. Begitu pun 

orang dengan gangguan jiwa, mereka berhak memiliki keluarga yang 

mendukung kesembuhan mental mereka. Bukan dengan dipisahkan dari 

anggota keluarga yang lain, ataupun mengabaikannya tanpa memikirkan 

kesehatan fisik dari ODGJ tersebut. Pasien membutuhkan keluarga untuk 

memberikan dukungan agar sembuh, kembali kepada keadaan awal dan 

menerima mereka apa adanya. 

Disamping itu juga pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh 

pemerintah harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah. 

Saat ini telah tersedia BPJS untuk kesehatan jiwa, maka dengan begitu 

ODGJ dapat berobat dan memanfaatkan yang telah disediakan oleh 

pemerintah. 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, dibawah ini dapat disampaikan 

saran sebagai berikut: 

a. Hasil pemaparan ini menyampaikan agar pemerintah segera 

memperbanyak layanan kesehatan jiwa atau diciptakannya poliklinik 

psikiatri di RSUD sehingga dapat mengatasi masalah ketidaktersediannya 

RSJ di beberapa provinsi. Namun tidak terlepas dari itu, bahwa pelayanan 

kesehatan jiwa masih kurang untuk Indonesia yang memiliki jumlah orang 

dengan gangguan jiwa yang begitu banyak. Mulai dari fasilitas rumah 

sakit, perawat, psikiater dan obat-obatan yang tersedia. Begitu juga 

sosialisasi betapa pentingnya menjaga kesehatan jiwa. 

b. Selanjutnya, Pemerintah harus lebih meningkatkan sosialisasi ditiap 

daerah-daerah mengenai kesehatan jiwa. Juga perlu ditingkatkan 
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kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan jiwa dan cara yang dapat 

ditempuh jika dalam keluarga tersebut memiliki anggota dengan gangguan 

jiwa. Perlu diperbanyak pendirian puskesmas yang nantinya dapat 

memeriksa setiap penduduk di wilayah kerjanya apakah memiliki anggota 

keluarga dengan gangguan jiwa. Menyediakan pengobatan untuk 

mencegah agar orang tersebut tidak sampai menderita gangguan jiwa. 

c. Aparat pemerintah dari tingkat tertinggi sampai terendah harus secara terus 

menerus menyadarkan masyarakat untuk tidak lagi melakukan 

pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) karena 

pemasungan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak asasi 

manusia. 
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